Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk
Buzzer Harus Disetop demi
Selamatkan BUMN!
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ORINEWS.id — Pemerintah Prabowo Subianto rasanya perlu kembali
merotasi para pejabat yang menduduki posisi strategis di
sejumlah BUMN. Sebab, keberadaan para relawan dan buzzer
Politik peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terbukti
membawa dampak buruk bagi kinerja dan citra perusahaan pelat
merah.

Demikian disampaikan pengamat Kkebijakan publik dari
Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah ketika disinggung
soal dugaan pemalsuan riwayat pekerjaan dan pendidikan oleh
Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sekaligus
buzzer Jokowi, Kristia Budiyarto.

“BUMN kita bangkrut, sejak tahun 2014 itu mengalami bangkrut,
karena itu Mulyono (Jokowi) itu menerapkan itu, relawan-
relawan ditempatkan jadi komisaris,” kata Trubus saat
dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Bahkan, Trubus juga menyinggung ketidaktepatannya pemerintah
mempercayakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie
Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Keberadaan Ketua Umum
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Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer (Noel) vyang
sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Keternagakerjaan juga
tak lepas dari sorotannya.

Trubus pun mengingatkan akan dampak dari penunjukan loyalis
tanpa kompetensi ini. Ia menyebut sistem pemerintahan akan
memburuk jika tindakan ini tidak segera dihentikan. “Jadi
ujung-ujungnya ini merusak birokrasi gitu, karena itu akhirnya
ditiru oleh yang lainnya,” tuturnya.

Diketahui, Kristia Budiyarto sedang jadi sorotan, diduga
memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan
pendidikan). Pihak Universitas Hasanuddin juga membantah pria
yang akrab disapa Kang Dede ini adalah alumnusnya, Selain itu,
perusahaan yang dicantumkan sebagai riwayat pekerjaan juga tak
terdaftar.

Kristia menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang
aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko
Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat
Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia
memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu
Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain
itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program
di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT
Planet Tecno.

Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas
Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia
Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang
bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas
Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).

Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan
bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun
tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.



Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT
Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal
verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat
komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan
dari pemegang saham.

“Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN
menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan
kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan
dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi
kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat
keterangan tertulis.



